BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 37TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA

Menimbang

Mengingat

3
.

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah, perlu dibuat Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Rokan Huluy;

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana
kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana
kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah;

bahwa = berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Perubahan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten



Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nor;nor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan
Ketiga A}:as Undang-undang Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2908 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 ten‘tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik| Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaim‘ana telah diubah beberapa kali, terakhir

|
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2b08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik§ Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-l.‘mdang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran

Negara ﬁepubﬁk Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

'I‘ambaha‘n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44 56);

Undang—lindang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2009 ter‘ltang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesial Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang—ﬂndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 te‘ntang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia} Nomor 5234);

|
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenégara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembarax‘a Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
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11.
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14.

15.

16.

Peratura‘n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun ‘2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembara‘tn Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesié Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembarain Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone31a Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerint‘ah Daerah Provinsi, Pemerindah Daerah

kabupatén/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 4737);

Peraturax? Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jamman‘ Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Ler:nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 255);

Peratural? Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang  Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Fasilitas | Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan;

Peraturaril Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasmnal‘

PeraturaIP Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
dan Duk}ungan Operasional Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat P‘ertama',

|
Peraturaﬁ Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang ‘ Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatap Nasional;



17. Peraturap Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Kapitasi dan Dana Klaim
Jamjnan‘ Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama;

Memperhatikan : Surat |[Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

:900/2280/8J,5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN

PEMFMTM DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

. BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

g &> 0N

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

|

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;

Penyaluran adalah kegiatan yang dimulai dari masuknya dana dari Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) ke kas daerah sampai status
dana tersebut berubah ‘ menjadi pendapatan/ penerimaan fasilitas
kesehatan;

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan d‘an perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar

iuran atau iurannya dibaya‘r oleh pemerintah.

Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama yang selanjutnya disingkat FKTP
adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjuinya

disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan progran%, Jaminan Kesehatan.;
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(1)

(2)

Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan pertal‘aggunawaban dana kapitasi yang diterima oleh

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari BPJS Kesehatan.
Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka
kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa

memperhitungkan jenis da‘n jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh
FKTP dari BPJS Kesehatan.

Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
Badan Layananan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD atau unit kerja pad% SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.l

|
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerjg pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertlindak sebagai bendahara umum daerah.

Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang diberikan
dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu,resiko dan profesionalitas
tenaga dalam proses pe;layanan untuk menyelenggarakan kesehatan
perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya,baik promotif,

preventif, kuratif maupun r}ehabilitatif;

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan umum adalah ters‘elenggaranya pelayanan jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi seluruh pes‘erta BPJS;

Tujuan khusus adalah merupakan Petunjuk teknis sebagai pedoman

dalam pengelolaan dan pe‘manfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP yang
tepat guna dan tepat sasaran;
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BAB III
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

" Pasal 3

BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP
berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari
BPJS Kesehatan.

Pembayaran dana Kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS

Kesehatan setiap bulanny -

Pasal 4

Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi

JKN, untuk selanjutnya dis.lampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) Dinas Kesehatan, yang
memuat rencana pendapaqm dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana
kapitasi JKN. |

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada
FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-
masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan

melalui PPKD yang ditetapléan dengan Keputusan Bupati.

Bendahara JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud ayat (3)
membuka rekening dana kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati yang merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum
Daerah(BUD) untuk sela‘njutnya disampaikan oleh FKTP ke BPJS
Kesehatan.

Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening dana kapitasi

JKN pada FKTP diakui sebeTgai pendapatan.
Pendapatan sebagaimana }dimaksud pada ayat (5) digunakan langsung

untuk pelayanan kesehataﬁ peserta JKN pada FKTP.

|
Pasal 5

Bendahara Dana Kapitasi ‘JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan

realisasi pendapatan dan bﬁ:lanja setiap bulan kepada FKTP.
Kepala FKTP menyampaik:an laporan realisasi pendapatan dan belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Dinas

Kesehatan dengan melampfrkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas
pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.




(4) Pendapatan dan belanja s‘,ebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan
dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. ‘

; BAB IV
|
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

|
3 Pasal 6

(1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan
seluruhnya untuk:

a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan

b. Dukungan biaya opell'asional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi dana kapitasi untqk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada
FKTP ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

(3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayananan kesehatan FKTP ditetapkan yaitu obat, alat kesehatan dan
bahan medis habis pakai sebesar 40% (Empat puluh persen).

BAB YV
JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

Pembagian jasa pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi kepada tenaga

kesehatan dan tenaga non kes‘ehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP

sebesar 60% dari total dana kap‘itasi Puskesmas.

| BAB VI
BIAYA OPERA‘SIONAL PELAYANAN KESEHATAN
" Pasals
(1) Alokasi untuk dukunga£ biaya operasional pelayanan kesehatan
dimanfaatkan untuk:

|
a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan

b. Kegiatan operasional p‘elayanan kesehatan lainnya.

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui
Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

|
(3) Dukungan kegiatan omrasﬁond pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif,

|
kuratif, dan rehabilitat‘if lainnya;,




b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;

c. Operasional untuk pu?kesmas keliling;
d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan / atau

€. Administrasi keuangan dan sistem informasi.
(4) Penggunaan dana kapitasi‘ untuk dukungan biaya operasional pelayanan
|
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan secara

fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
|

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
| Pasal 10

Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sebagaimana

dimaksud Pasal 3 ayat (1) sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dibayarkan ke

Dinas Kesehatan yang selanjun!lya disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerima

daerah. |

Pasal 11

Penetapan Estimasi Dana Kapit%asi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Per‘tama ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Rokan H'L‘ilij.
|

| BAB IX
m%:TENTUAN PENUTUP
‘ Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini iberlaku Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Kapitasi dan Dana Klaim Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Rokan Hulu. \

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal ! Sya’ban 1435 H
9 Juni 2014M

4{ % BUPATI ROKAN HULU, /.
g

/

H ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal W Sya’ban 1435 H
9 Juni 20 1%4 M

|
SEKRETARIS DAERAH |
X KABUPATEN ROKAN HULU, (
|
|

BERITA DAERAH KABUPATEﬁ ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR : 37




